SALINAN

Y, 1

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENCABUTAN PASAL 2 HURUF B ANGKA 2 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: a. bahwa sehubungan tidak direkomendasikannya UPTD Stasiun
Kelautan Pulau Baai pada Badan Penelitian, Pengembangan dan
Statistik Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
yang telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi,
Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada
Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan

pencabutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu
tentang Pencabutan Pasal 2 Huruf B angka 2 Peraturan
Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit

Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);
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Menetapkan:

-2-

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Nomor 8);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PASAL 2 HURUF
B ANGKA 2 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIJAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS DAN BADAN PROVINSI BENGKULU.
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Pasal 1
Ketentuan Pasal 2 Huruf B angka 2 Peraturan Guberﬁur Bengkulu
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan
Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
2008 Nomor 22) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Februari 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 9 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.
NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

P

NIP. 19700623 199202 1 003
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